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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR 06 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN LALEMBUU, BENUA, PALANGGA SELATAN, MOWLA,
MORAMO UTARA, BUKE, WOLASI, LAEYA, BAITO, BASALA OAN KECAMATAN RANOMEETO BARAT

DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN

Menimbang a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

dan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta adanya

aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu membentuk

Kecamatan baru di Kabupaten Konawe Selatan;

b. bahwa berdasarkan aspek luas wilayah, jumlah Desa/Kelurahan, jumlah penduduk

maupun Faktor pendukung lainnya, maka telah memenuhi syarat untuk dibentuk

Kecamatan Lalembuu, Benua, Palangga Selatan, Mowila, Ivloramo Utara, Buke,

Wolasi, Laeya, Baito, Basala dan Kecamatan Ranomeeto Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan

huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Kecamatan

Lalembuu, Benua, Palanqga Selatan, Mowila, Moramo Utara, Wolasi, Laeya,

Baito, Basala dan Kecamatan Ranomeeto Barat di Kabupaten Konawe Selatan.

I\ilen gin g at 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik lndonesia 1945

(Perubahan Kedua);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe

Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Rl Tahun 2003

Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar

Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat

dan Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4438);

5. Perafuran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Xewenangan Pernerintah

dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Rl Tahun

2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 84 Tahun '1993 Tentang Bentuk

Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pedoman

Pembentukan Kecamatan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 158 Tahun 2004 Tentang Pedoman

Organisasi Kecamatan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 52 Tahun 2006 Tentang

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2005

Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Konawe Selatan.



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN

BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN LALEMBUU, BENUA, PALANGGA SELATAN,
MOWILA, MORAMO UTARA, BUKE, WOLASI, LAEYA, BAITO, BASALA DAN

KECAMATAN RANOMEETO BARAT DI KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konarue Selatan.

2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan,

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah kerja Camat

sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

6. Camat adalah Camat Lalembuu, Benua, Palangga Selatan, Mowila, Moramo Utara, Buke, Wolasi,

Laeya, Baito, Basala dan Kecamatan lwoi Tombo.

7. Badan Pertimbangan jabatan dan kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Konawe Selatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

a, Kecamatan Lalembuu;

b. Kecamatan Benua;

c. Kecamatan Palangga Selatan;

d. Kecamatan Mowila;

e. Kecamatan Moramo Utara;

I Kecamatan Buke;

g. Kecamatan Wolasi;

h. Kecamatan Laeya;

i. Kecamatan Baito;
j. Kecamtan Basala;

k. Kecamatan Ranomeeto Barat



BAB III

LUAS WLAYAH, JUMLAH DESA / KELURAHAN, JUMLAH PENDUDUK DAN PETA WLAYAH

Pasal 3

(1) Kecamatan Lalembuu seluas 149.96 Km2 dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Benua;

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tinanggea;

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tinanggea dan Kecamatan Rarowatu
Kabupaten Bombana;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka.

(2) Kecamatan Lalembuu meliputi :

a. Desa Atari Jaya; i. Desa Meronga Raya q. Desa Tombeleu (Persiapan)
b. Desa Atari lndah; j. Desa Lalembuu Jaya
c. Desa Lambodi Jaya; k. Desa Puunangga
d. Desa Potuho Jaya; l. Desa Teteinea
e. Desa Mokupa Jaya; m. Desa Kapuwila
I Desa Lambandia; n. Desa Sukamukil
g. Desa Sumber Jaya; o. Desa Puurema Subur
h. Desa Mondoke. p. Desa Moreo (Desa Persiapan)

(3) Kecamatan Lalembuu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini semula merupakan bagian dari
Kecamatan Tinanggea

(4) Dengan dibentuknya Kecamatan Lalembuu, maka wilayah Kecamatan Tinanggea dikurangi dengan
wilayah Kecamatan Lalembuu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

(5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Lalembuu berada di Desa Atari Jaya.

(6) Jumlah penduduk Kecamatan Lalembuu adalah 19.180 jiwa.

(1) Kecamatan Benua seluas 149,00 Km2 dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka;

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angata;

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Andoolo;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lalembuu.

(2) Kecamatan Benua meliputi :

a. Desa Lamara;

b. Desa Puosu;

c, Desa Benua Utama;

d. Desa Horodopi;

e. Desa Benua;
f. Desa Palowewu;
g. DesaPuunggawu-kawu;

(3) Kecamatan Benua sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini semula merupakan bagian dari

Kecamatan Angata.
(4) Dengan dibentuknya Kecamatan Benua, maka wilayah Kecamatan Angata dikurangi dengan

wilayah Kecamatan Benua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

(5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Benua berada di Desa Horodopi.

(6) Jumlah penduduk Kecamatan Benua adalah 7.790 jiwa.

Pasal 4



Pasal 5

('l) Kecamatan Palangga Selatan seluas 159,38 Km2 dengan batas-batas sebagai berikut

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Palangga;

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lainea;

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Tiworo;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tinanggea

(2) Kecamatan Palangga Selatan meliputi :

a. Desa Amondo;

b. Desa Parasi;

c. Desa Mondoe;

d. Desa Watu Mbohoti;

e. Desa Wawo Wonua;
f Desa Koeono;
g. Desa Lalowua;

h. Desa Lakara;

i. Desa Ulu Lakara;
j. Desa Watu Rapa;

(3) Wilayah Kecamatan Palangga Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini semula merupakan

bagian dari Kecamatan Palangga.

(4) Dengan dibentuknya Kecamatan Palangga Selatan, maka wilayah Kecamatan Palangga dikurangi

dengan wilayah Kecamatan Palangga Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

(5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Palangga Selatan berada di Desa Amondo.

(6) Jumlah penduduk Kecamatan Palangga Selatan adalah 8.761 iiwa.

Pasal 6

(1) Kecamatan Mowila seluas 279,05 Km2 dengan batas-batas sebagai berikut

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pondidaha;

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Landono;

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Palangga;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angata.

(2) Kecamatan Mowila meliputi :

a.

b.

c.

d.

f.

s.
h.

i.

j
k.

t.

m

n.

o.

p

q.

Desa Mowila;

Desa Pudahoa;

Desa Mulyasari;

Desa Monapa;

Desa Ranombayasa;

Desa Punggulahi;

Desa Rano Aopa;

Desa Lalosingi;

Desa Toluwonua;

Desa Mataiwoi;

Desa Wuura;

Desa Rakawuta;

Desa Lamolori;

Desa Lamebara;

Desa Wonua Sari (persiaPan);

Desa Tetesingi (persiapan);

Desa Tirawuta (persiapan);

r. Desa Kondoano;

s. Desa Puwehuko;

t. Desa Wonuakongga.



(3) Wilayah Kecamatan Mowila sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini semula merupakan bagian

dari Kecamatan Landono.

(4) Dengan dibentuknya Kecamatan Mowila, maka wilayah Kecamatan Landono dikurangi dengan

wilayah Kecamatan Mowila sebagaimana dimaksud pada ayat (1)pasal ini.

(5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Mowila berada di Desa Mowila.

(6) Jumlah penduduk Kecamatan Mowila adalah 9.393 jiwa.

Pasal 7

1. Kecamatan Moramo Utara seluas 404,00 km2 dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Banda;

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Laonti;

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Moramo;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Abeli Kota Kendari.

2. Kecamatan Moramo Utara meliputi :

a. Desa Puasana;

b. Desa Lalowaru;

c. Desa Tanjung Tiram;

d. Desa Wawatu;

e. Desa Wawatu Jaya (persiapan);

I Desa Sanggula;
g. Desa Lombueya;
h. Desa Mekar Jaya;

i. Desa Lamokula;
j. Desa Mataiwoi (Persiapan)

3. Wilayah Kecamatan Moramo Utara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini semula merupakan

bagian dari Kecamatan Moramo.

4. Dengan dibentuknya Kecamatan Moramo Utara, maka wilayah Kecamatan Moramo dikurangi

dengan wilayah Kecamatan Moramo Utara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pasal ini.

5. Pusat Pemerintahan Kecamatan Moramo Utara berada di Desa Lalowaru.

6. Jumlah penduduk Kecamatan Moramo Utara adalah 9.812 iiwa.

Pasal 8

(1) Kecamatan Buke seluas 151,46 Km2 dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Landono

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Palangga

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Andoolo

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angata

(2) Kecamatan Buke meliputi :

a. Desa Tetenggolasa;
b. Desa Tirta Martani;
c. Desa Silea Jaya;
d. Desa Andoolo Utama;
e. Desa Asembu Mulya;
f. Desa Awalo;
g. DesaAdakaJaya;
h. Desa Anggokoti;
i. Desa Buke;

.i. Desa Puudaria Jaya;
k. Desa Pelandia;
L Desa Rahamendaa;
m. DesaAdayu lndah (UPT).



(3) Wilayah Kecamatan Buke sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini semula merupakan bagian dari

Kecamatan Andoolo.

(4) Dengan dibentuknya Kecamatan Buke, maka wilayah Kecamatan Andoolo dikurangi dengan
wilayah Kecamatan Buke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

(5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Buke berada di Desa Buke.

(6) Jumlah penduduk Kecamatan Buke adalah 1 1 ,086 jiwa.

Pasal 9

(1) Kecamatan Wolasi seluas 151,40 Km2 dengan batas-batas sebagai berikut
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ranomeeto;

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Konda;

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Laeya;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Landono.

(2) Kecamatan Wolasi meliputi :

a. Desa Wolasi; e. Desa Ranowila (Persiapan)

b. DesaAoma; I Desa Aonope (Persiapan)

c. Desa Leleka; g. Desa Ambesokoa (Persiapan)

d. Desa Amoito Jaya; h. Desa Matawolasi (Persiapan)

(3) Wilayah Kecamatan Wolasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini semula merupakan bagian
dari Kecamatan Konda.

(4) Dengan dibentuknya Kecamatan Wolasi, maka wilayah Kecamatan Konda dikurangi dengan
wilayah Kecamatan Wolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

(5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Wolasi berada di Desa Aoma.

(6) Jumlah penduduk Kecamatan Wolasi adalah 7.685 jiwa.

Pasal 10

( I ) Kecamatan Laeya seluas 685,96 Km2 dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Konda

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kolono

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Tiworo

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lainea

(2) Kecamatan Laeya meliputi :

a. KelurahanPuunggaluku;

b. KelurahanAmbalodangge;

c. Desa Aepodu;

d. Desa Rambu-rambu;

e. Desa Ambakumina;

f. Desa Ombu-ombu Jaya;
g. Desa Lamong Jaya;

h. Desa Lerepako;

i, Desa Anduna;
j. Desa Lambakara;
k. Desa Ambesea;
l. Desa Laeya;

m, Desa Anggoroboti;
n. Desa Labokeo;
o. Desa Wonua Kongga;
p. Desa Torobulu.



(3) Wilayah Kecamatan Laeya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini semula merupakan bagian dari

Kecamatan Lainea.
(4) Dengan dibentuknya Kecamatan Laeya, maka wilayah Kecamatan Lainea dikurangi dengan wilayah

Kecamatan Laeya sebagaimana dimaksud pada ayat ('l) pasal ini.

(5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Laeya berada di Kelurahan Punggaluku.
(6) Jumlah penduduk Kecamatan Laeya adalah 8.084jiwa.

Pasal 11

(1) Kecamatan Baito seluas 207.085 Km2 dengan batas-batas sebagai berikut

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Landono

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Palangga

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Palangga

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Andoolo

(2) Kecamatan Baito meliputi :

a. Desa Tolihe;

b. Desa Sambahule;

c. Desa Baito;

d. Desa Amosara;

e. Desa Matabubu;
I Desa Wonua Raya;

g. Desa Mekar Jaya;

(3) Wilayah Kecamatan Baito sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini semula merupakan bagian dari

Kecamatan Palangga.

(4) Dengan dibentuknya Kecamatan Baito, maka wilayah Kecamatan Palangga dikurangi dengan

wilayah Kecamatan Baito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

(5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Baito berada di Desa Baito.

(6) Jumlah penduduk Kecamatan Baito adalah 7 .902 )iwa.

Pasal 12

('l) Kecamatan Basala seluas 149.00 Km2 dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Benua;

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka;

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tinanggea;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Andoolo.

(2) Kecamatan Basala meliputi :

a. Desa Polo-pololi;

b. Desa Lipumasagena;

c. Desa Basala;

d Desa Epeesi;

e. Desa lwoimendoro;

f. DesaTombekuku;
g. Desa Lere,

h Desa Lambandia.

(1) Wilayah Kecamatan Basala sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini semula merupakan bagian

dari Kecamatan Angata.

(2) Dengan dibentuknya Kecamatan Basala, maka wilayah Kecamatan Angata dikurangi dengan

wilayah Kecamatan Basala sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) pasal ini.

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Basala berada di Desa Basala.

(4) Jumlah penduduk Kecamatan Basala adalah 7.682 jiwa.



Pasal 13

('l) Kecamatan Ranomeeto Barat seluas 18.00 Km2 dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sampara;

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ranomeeto;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ranomeeto dan Kecamatan Konda;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Landono,

(2) Kecamatan Ranomeeto Barat meliputl :

a. Desa Lameuru;
b. DesaAbeko;
c. Desa Opaasi;
d. Desa Boro-Boro Lameuru;

e. Desa Tunduno;
fl Desa Laikondonga;
g. Desa Amokuni;
h. Desa Sindang Kasih;

i Desa Jati Bali

(5) Wilayah Kecamatan Ranomeeto Barat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini semula merupakan
bagian dari Kecamatan Ranomeeto.

(6) Dengan dibentuknya Kecamatan Ranorneeto Barat, maka wilayah Kecamatan Ranomeeto dikurangi
dengan wilayah Kecamatan Ranomeeto Barat sebagaimana dimaksud pada ayat ('l) pasal ini.

(7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Ranomeeto Barat berada di Desa Lameuru.

(8) Jumlah penduduk Kecamatan Ranomeeto Barat adalah 7.940 jiwa.

Pasal 14

Peta wilayah Kecamatan Lalembuu, Benua, Palangga Selatan, Mowila, Moramo Utara, Buke, Wolasi,
Laeya, Baito, Basala dan Kecamatan Ranomeeto Barat adalah sebagaimana terlampir dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

IBU KOTA KECAMATAN

Pasal 15

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal '16

(1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah keria tertentu dan

dipimpin oleh Camat.

(1) Desa yang ditetapkan menjadi lbukota Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (5), Pasal 4

ayat (5), Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (5), Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (5), Pasal I ayat (5),

Pasal 1 0 ayat (5), Pasal 'l 1 ayat (5), Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (5) dapat diubah statusnya

menjadi Kelurahan.
(2) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



(2) Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berkedudukan sebagai koordinator
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 17

a. Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan

oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah,

b. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat juga menyelenggarakan tugas Umum

Pemerintahan meliputi :

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.;

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;

f Membina penyelenggalaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yanhg

belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

BAB VI

SUSUNAI'I ORGANISASI

Pasal 18

(1) Susunan organisasi pemerintahan Kecamatan terdiri dari :

a. Camat;

b. Sekretaris Kecamatan;

c. Seksi Pemerintahan;

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;

f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
g. Seksi Pelayanan Umum;

h. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
Sekretariat Kecamatan

Pasal 19

(1) Sekretariat Kecamatan adalah Unsur Staf.

(2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Camat.



Pasal 20

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu camat
penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan

perangkaUaparatur Kecamatan.

dalam melaksanakan
administratif kepada

tugas
seluruh

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini,

Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan, pengendalian, dan mengawasi pelaksanaannya;

b. Urusan administrasi keuangan;

c. Urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Kedua
Seksi Pemerintahan

Pasal 22

(1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana pemerintah Kecamatan dibidang penyelenggaraan

pemerintahan.

(2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di barah dan bertanggung
jawab kepada Camat.

Pasal 23

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mempersiapkan bahan perumusan

kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemerintahan

mempunyaifungsi :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;

b. Menyusun program di bidang pemerintahan;

c. Melaksanakanurusanpemerintahan;
d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan Pemerintahan.

Bagian Ketiga

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 25

(1) Seksi Ketentaman dan Ketertiban adalah unsull pelaksana pemerintah Kecamatan dibidang

pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

Seksi Ketenfaman dan Ketertiban tersebut pada ayat (1) dipirnpin oleh seorang Kepala Seksi

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camal
(2t



Pasal 26

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Peraturan Daerah ini Seksi
Ketenfaman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang ketentaman dan keteffban umum;
b. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan ketertiban umum;
c. Menyusun program dan penyelenggaaan pembinaan ketentraman, ideologi negara dan Politik

Dalam Negeri;

d. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraim urusan ketenfaman dan ketertiban
umum.

Bagian Keempat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 28

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah unsur pelaksana pemerintahan Kecamatan
dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 29

Seksi Pemberdayaan Masyarakal Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugils sebagaimana dimaksud dalan pasal 29 Peraturan Daerah ini, Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

a. Menlapkan bahan perumusan ketijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
b. Menyusun rencana dan program pemberdayaan masyarakat desa.
c. Melaksanakan pengendalian dan pembinaan pd*sarmn Pernberdayaan lilasyr*d Desa.
d. Melaksanakan evaluasi dan rnenyusun laporan penyelenggaaan urusat Pemberdayaan

Masyarakat Desa.

Bagian Kelima

Seksi Keseiahteraan Sosial

Pasal 31

(1) Seksi Kesejahteraan Sosid adalah unsur pelaksana pernerintahan Kecamatan di bidang
pembinaan kesejahteraan masyarakat

12) Seksi Kesejahbraar Scial firinfln oldr ses:anS lGpda S*.si, yilg berada tI ba$ dan
bertanggung jawab kepada Camat



Pasal 32

Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan

kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Peraturan Daerah ini, Seksi

Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan sosial;

b. Penyusunan program, pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan

wanita dan olah raga;

c. Penyusunan program, pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan

kesej ahteraan masyarakat.

d. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial.

Bagian Keenam
Seksi Pelayanan Umum

Pasal 34

(1) Seksi Pelayanan Umum adalah unsur peld<sana pemerintah Kecamatan dibidang pembinaan

pelayanan umum.

{2) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang Hada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 35

Seksi Pelayanan Umum nrempunyai tugas nnmbantu canat dan rnenyiapkan bahan perumusan

kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum.

Pasal 36

Untuk menyelenggard<an tugm sebagaimana dim*sud ddan p6d 35 Perduran Daer* ini, Seksi

Pelayanan Umum mempunyai fu ngsi :

a. [bn$apkat bd]a pefl{rsrstrt kd$iakan dibitlang pelayanan umum;

b. Penyusunan progran dan penyelenggaraan, pembinaan, pelayanan kependudukan dan catatan

siPil;

c. Penyusunan prosan dan panydenggtraan, pen&inaat, pdafam keberslhan, keinddtan dan

pertarnanan;

d. Penyusunan ffifan dar pernfhflggaffit, pen$inst, Sayanan paizinan;

e. Melaksan*an evduaidan ncnyusun l4oran peny#Waan uuxn pdayalan umum.

Bagian Ke(uiuh

Kelormpok Jabdan Fungsional

Pasal 37

Kelompok jabatan fungsional menrpunyai tuga nrd*sm*an seb4iar e.q6 dan fun$si Canat sesuai

dengan keahlian dan kebutuhan.

?E



Pasal 38

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 37 Peraturan Daerah ini, terdiri
dari sejumlah tenaga dalam jenlang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senbr yang dihu{uk oleh Bupdi dan bertanggung jawab kepada Carnat.

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimdGud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jeniilg jabahn fuiqsimd sebagdmana dimd<sud pada ayat (1) diatur sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGAT{GKATAN DAI.AIiI JABATAT{

Pasal 39

1) Pengangkdan dar peninddun dai dar ddam jabatan Camat dilakukan oleh Bupati atas usul
Sekretaris Daerah Kabupabn dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis
pemerintahan dan nnrnnul* pex'syadan sesud de4ar per*rar peruilra+urdargat.

2) Pengangkdan dan peminddran dai dan ddan iabdil Seketnis Kecanrdan, Kepda Seksi dan
J*dar Fungslond d**ar ddr BIFA # tsd Sdsefrb Dsdl lGhp#n seHah rrnrdeat
perli,mbargar bftles dat &qPERJAKAT.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 40

Dalam melaksand<an t gasnya, Canat Sekretais Kecandar, paa Kepda Seksi dan kelompok
jabatan fungsional wajib renerekan prinsip koorinasi, inbgrai dan sir*ronisai bdk ddam
lfor*rstgat re*r+ns*tU mapun a&r se6ar oga{sasi @an Percrfildsr Kecandan se$ai
dengan tugas pokok masingmasing.

Pasal 41

Setiap pirnpinan saftrar organisasi w{ib nengarei bardran firair+nE*ng dar bila Hjadi
penyimpangan agar nEnglanhl langkatilangkatr yaq ffi*an sesud dengar perafrrat yang

berlaku.

Pasal 42

Setiap pinpinan safuan oganisasi ddan In$ungn perrE irfratla,r Kecan#r bertang$ng jild
memimpin dan rrcngkoordinasikan bawahannya masing.nreing dan nBmberftar bBrt*rqar dat
p€fr$M bagi pel*sa€an hrg6 banefEn.

Pasd 43

Se$ap pinpinan sduan organisai w{ib nengkuti dan mernahard petuniukaetunjuk dar bertanggung
javd kepada fisan nmingnnaing serh rrEnyarpalian leoran berkda tepat pada wd<tunya.



BAB X

KETENTUAT{ PERALIHA}I

Pasal 44

(1) Dengan terbentuknya Kecamatan Lalembuu, Benua, Palangga Selatan, Mowila, Moramo Utara,
Buke, Wolasi, Laeya, Bdb, Bcda dan Kecanatan Raluneeb Barat sebagaimana dimaksud
pasal 2, md<a dokurcn{okmcn pribdi yang menpunyai masa berlaku dan rnencanfumkan nama
Kecamatan Lairca, Tinanggea, Aqle, Pdanggq Ladryp, llrano, Andolo, Xonda d{t
Kecamatan Ranonreeb Ebp berld<u sanpd deqan raa bed*urya ber*lt

{2) D*uren yaq basiH peq*lwr sudr h* deh negila dar mmatc*ar nomeddatur
Ksn&r Trtanpa Ange, Pdnrgga, Larddn, lhram, Andodo, Konda, Lainea dan
Kecar#n Rarorneb tsF+ H'u samd dengar #rva penHnn 

"tas keterdd( psrEgaq
h*, dan Mt MVa nces per#tat hal.

BAB X

KEIEI{IUAI{ PEI{UruP

Pasd 45

(l) Dengan balakun-va Perdrran Dsah ini. maka :

a. Kecanatan Tinanggea melipr-rli :

1. lGtwahan Ng@aaia;

2. KelurahanTinanggea:

3. DesaAsingi;

4. Desa Bungin Permai;

5. Desa Lalonggasu:

6. Desa Lalowatu;

7. Desa Lanowulu;

8. Desa Lapoa:

9. DesaLapulu;

10. DesaMoolo lndah;

1 'l . Desa Palotawo:

12. DesaRoraya;

13. Desa Tolutu Jaya;

14. DesaTorokelu:

15. DesaWadonggo;

16. Desa Wafumelewe;

17. Desa Persiaoan Wundubob:

b. Kecamatian Angata meliputj

'1. Desa Angata;

2. DesaAopa

3. Desa Kosebo

4. Desa Lamoen

5. Desa Lamoeri



c

6. Desa Lamooso

7. Desa Landabaro

8. Desa Mata Bondu

9. Desa Mataiwoi
10. Desa N4otaha

11. Desa Pewutaa
'12. Desa Puao
13. Desa Pudambu

14. Desa Puunggoni
15. Desa Puuroe
'16. Desa Puusanggula

17. Desa Sandarsih Jaya

18. Desa Sandey

19. DesaSimbangu

20. Desa Teteasa

Kecamatan Palangga meliputi :

1. Kelurahan Palangga

2. Desa Alakaya

3, Desa Anggondara

4. Desa Aosole

5. Desa Eewa

6. Desa Kiaea

7. Desa l/ekar Sari

8. Desa Onembute

9. Desa Watumerembe

10. DesaWawonggura

1 1. Desa Walroraha

12. Desa War,rouru

d. Kecamatan Landono meliputi :

1. Kelurahan Landono

2. Desa Abenggi

3. Desa Amotowo

4. Desa Arongo

5. Desa Asaria

6. Desa Endanga

7. Desa Koronua

8. Desa Lakomea

9. Desa Lalonggapu

10. Desa Landono ll

11. Desa Sabulakoa
'12. Desa Talumbinga

13. DesaTetenggabo

14. Desa Tridana Mulya
'1 5. Desa Watabenua

16. Desa Watu-watu

17. Desa Wawobende

18. Desa Wonua Sangia

19. Desa Wonuakoa

20. Desa Morini Mulia (Persiapan)



e. Kecamatan Moramo meliputr :

1. Kelurahan Lapuko

2. Desa Bakutaru
3. Desa Lakomea

4. Desa Lamboo

5. Desa Landipo

6. Desa tularga Cinta
7. Desa lVloramo

B. Desa Panambea Barata

9. Desa Pudaria Jaya

10. Desa Sumber Sari

11. DesaTambosupa
12. Desa Ulu Sena
13. Desa Wawosunggu

14. Desa Amohola
15. Desa Wawondengi

16. Desa Persiapan Mario Raya

17. Desa'Persiapan Bisikori

18. Desa Persiapan Wonua Jaya

f. Kecamatan Andoolo meliputi :

1. Desa Lalobao

2, Desa Wunduwatu

3. Desa Bumi Raya

4. Desa Mata lwoi

5. Desa Lapoa lndah

6. Desa Wawobende
7. Desa Mateupe

8. Desa Bima Maroa

L Desa Bekenggasu lndah

10. DesaAnese
11. Desa Papawu

12. Desa Lalonggombu

13. Desa Andoolo

14. Desa Alangga
15. Desa Potoro

16. Desa Alengge Agung

17. Desa Watu Mokala

g. Kecamatan Konda meliputi :

1. Kelurahan Konda
2. Desa Lamomea

3, Desa Puosu Jaya

4. Desa Alembo

5. Desa Lambusa

6. DesaTanea
7. Desa Ambololi
8. Desa Cialam Jaya

9. Desa Lawoila
10. Desa Lebo Jaya
11. Desa Lalowiu
12. Desa Masagena
13. Desa Pombula Jaya
14. Desa Wonua Raya

15. Desa N/oramo

16. Desa Amohalo



h. Kecamatan Lainea meliputi

1. Desa Aoreo;
2. Desa Bangun Jaya;

3. Desa Kaindi;

4. Desa Lainea;

5. Desa Lalonggombu;

6. Desa Matabubu Jaya;

7. Desa Molinese;

8. Desa Pamandatj;
9. Desa Pangan Jaya;

10. Desa Polewali;
1 1. Desa Watumeeto;

Kecamatan Ranomeeto meliputi .

1. KelurahanRanomeeto;
2. Desa Onewila;
3. Desa Boro-Boro R;

4. Desa Rambu-Rambu Jaya;

5. Desa Amoito;
6. DesaAmbaipua;
7. Desa Ranooha;

8. Desa Langgea;

9. Desa Kota Pembangunan;
10. Desa Laikaaha;
1 1. Desa Duduria.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

DITETAPKAN DI

PADATANGGAL
ANDOOLO

L7- D-eq6i t,: l,As
I
I
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z
I '0

H. IMRAN
Diundangkan di :

Pada Tanggal :

al!
o.

Andoolo

27-tz- eooe

RAH KABUPATEN,

')

Drs. FA

Pembina uda Gol. lV/c

NIP 0 081 875

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2006
NOMOR :06



PENJELASAN
PERATURAil DAERAH KABUPATEI{ KOilAWE SEI.ATAN

NOMOR ob TAHIJN Lbot

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN LALEMBUU, BENUA, PALANGGA SELATA}I, MOWILA,
MORAMO UTARA, BUKE, WOLASI, LAEYA, BAITO, BASALA DAN KECAMATAN

RANOMEETO BARAT DI KABUPATEI{ KONAWE SELATAN

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa prinsip otonomi daerah
menggunakan prinsip otonomi seluasJuasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan
mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan
peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan
kesejahteraan rakyat.

Kabupaten Konarrve Selatan yang terbentuk melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulanesi Tenggara memiliki luas
wilayah r 5.779,47 knz, terdiri dari atas 11 (sebelas) Kecamatan yaitu Kecamatan Ranomeeto,
Kecamatan Konda, Kecamatan Moramo, Kecamatan Laonti, Kecamatan Kolono, Kecamatan
Lainea, Kecamatan Palangga, Kecamatan Tinanggea, Kecamatan Andoolo, Kecamatan Angata

dan Kecamatan Landono telah menunjukan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Dalam rangka meningkat<an pelayanan publik guna mempercepat teMujudnya kesejahteraan
masyarakat, dengan mempertimbangkan cakupan luas wilayah, kemampuan ekonomi, potensi

daerah, kependudukan, aspek sosial politik dan sosial budaya serta memperhatikan aspirasi yang

berkembang dalam masyarakat, maka pembentukan kecamatan merupakan suatu kebutuhan.
Terbentuknya kecamatan baru diharapkan dapat memperpendek rentang kendali dalam
penyelenggaraan kegiatan penerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan

kemasyarakatan. Dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut

akan lebih terjamin.

Sejalan dengan terbentuknya kecamatan pembentukan berdasarkan Peraturan Daerah ini, desa
yang menjadi lbukota Kecamatan dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan untuk
perubahan status menjadi kelurahan. Melalui Keputusan Kepala Daerah pengaturan dan
penyelesaian aset daerah serta penetapan batas wilayah dilakukan dengan pendekatan

musyawarah dalam semangat saling membantu untuk kesejahteraan rakyat Kabupaten Konawe

Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)

Pasal 3

Cukup jelas

Cukup jelas



a

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat(1) Proses perubahan status desa menjadi kelurahan memperhatikan persyaratan luas

wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosid budaya masyarakat serta

kondisi keuangan Daerah Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Avat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) Camat dalam nenyampakan pertanggungiaraban kepada Bupali haus nelalui

Sekretaris Daerah, agar tercipta kinaia perangkat dasah secta optimal

Pasal 17

Ayd(l) Peffipdran kffirHEil perrErintfian ohh Bupati kepada Canat dilakukan sesuai

dengan ka*terbtik wilaydr, k$ukhar dffi*t dal kgas psluintdt ldnnya

berdraukan psduran perundagruUaqrt-.



Ayat (2)

Pasal I8
Cukup jelas

Pasal '19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 2'l

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup ielas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan 'mengkoordinasikan' pada ayat (2) bertujuan rnendorong
kelancaran berbagai legiatan ditingkat kecamdan ke aah peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

Yang dirn*sd denga' 'nen*rina' p* afi(4, aldaadtn ddan ber** faiHad
pembuatan peraturan desa den$ bnrujudnya adminisfasi tata pemerintahan desa
yans bak.



Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1) Pengetahuan teknis yang dimaksud dalam ayat ini adalah memiliki latar belakang
pendidikan dengan spesifikasi ilmu pemaintahan atau memiliki pengalaman kerja di

bidang pemerintahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 4'l

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

TAHUN NOMOR .06
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